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Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan dan pemeberdayaan Organisasi
Kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa Selatan. Organisasi merupakan kesatuan sosial yang di
koordinasikan secara sadar dengan batasan yang reaktif , bekerja terus-menerus untuk mencapai
tujuan. Organisasi juga berisikan orang yang mempunyai aktivitas yang jelas guna mencapai
tujuan organisasi tersebut. Pada era saat ini eksistensi organisasi kemasyarakatan sudah sangat
mengalami perkembangan yang sangat pesat di setiap daerah di seluruh Indonesia. Penelitian
menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa belum
maksimalnya kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena kurangnya komunikasi antara
Ormas, Masyarakat dan instansi sehingga ada Ormas yang saat ini sudah jarang aktif bahkan ada
masyarakat yang belum merasakan langsung hasil kinerja dalam bentuk pembinaan dan
pemberdayaan, masih kurangnya perhatian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai
keluhan juga aspirasi yang di sampaikan masyarakat dan ormas perlu adanya respon yang baik
oleh instansi.
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Pendahuluan

Pada era saat ini eksistensi organisasi
kemasyarakatan sudah sangat mengalami
perkembangan yang sangat pesat di setiap
daerah  di  seluruh  Indonesia.Namun
keberadaan sebagian ormas saat ini juga
mulai banyak mendapat kritikan karena
aktifitas serta kegiatan yang dijalankannya
sedikit  menyimpang dari  peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
organisasi kemasyarakatan serta landasan,
aturan main, dan tujuan organisasi
kemasyarakatan itu sendiri.

Pada saat beberapa kegiatan-kegiatan
organisasi kemasyarakatan yang dianggap
menyimpang dari ketentuan peraturan
conothnya  Organisasi  kemasyarakatan
banyak yang terlibat aktif dalam kegiatan
kegiatan partai politik, banyak organisasi
kemasyarakatan yang sudah tidak aktif,
Seringnya terjadi konflik di internal
organisasi serta konflik antar organisasi
kemasyarakatan contoh Demo tentang
tuntutan sumber perekonomian masyarakat
yakni Captikus yang tidak memiliki legalitas
sehingga terjadi kerusuhan yang
mengakibatkan perkelahian dari beberapa
anggota organisasi dengan oknum polisi,
sehingga masih ada saja konflik sosial yang
terjadi.

Hal inilah yang menyebabkan
sebagian organisasi kemasyarakatan saat ini
kurang mendapat simpatik dari masyarakat
karena dianggap sudah keluar dari koridor
serta  fungsinya  sebagai  oraganisasi
kemasyarakatan yang diharapkan mampu
menjadi fasilitator serta kontributor dalam
memberikan  solusi dan memecahkan
persoalan kesejahteraan di masyarakat.
Seperti halnya organisasi kemasyarakatan di
kabupaten Minahasa Selatan yang pada
prinsipnya di awasi lembaga teknis daerah
yakni Badan Kesatuan Bangsa, Politik,
sehingga terjadi keseimbangan serta kerja
sama yang baik antara pemerintah,
masyarakat, dan ormas.

Pemberdayaan Masyarakat Republik
Indonesia. Kondisi organisasi
kemasyarakatan yang ada di kabupaten
minahasa selatan saat ini masih belum
terorganisir dengan baik karena masih
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banyaknya organisasi kemasyarakatan yang
belum mendaftarkan diri secara kelembagaan
kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik.

Pembinaan dan pemerdayaan ormas
sangatlah penting untuk mengatasi konflik
yang timbul akibat banyaknya partai politik
dan organisasi masyarakat yang ada dan
pentingnya menanamkan kesadaran yang
seimbang dalam diri masyarakat sebagaimana
yang dituntut oleh sistem demokrasi pancasila
dan  bagaimana  menciptakan  suatu
mekanisme politik yang dapat menjaga
kestabilan politik maka dari uraian di atas
dapat menarik minat peneliti untuk lebih
lanjut mengetahui bagaimana Kinerja Badan
Kesatuan dan Politik dalam pembinaan dan
pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di
Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam jurnal penelitian Chandra
(2022) dengan judul Peran Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Pembinaan dan
Penertiban Organiasasi Masyarakat dan
Lembaga Swadaya Masyarakat Dikota
Cimahi Provinisi Jawa Barat. Hasil penelitian
menunjukan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Cimahi dalam melakukan oembinaan
dan  penertiban  terhadap  organisasi
masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat
telaha bekerja dengan optimal. Komunikasi
dan juga pendekatan yang dilakukan anatra
Badan Kesbang dengan Ormas dan LSM
menjadi faktor utama dalam keberhasilan
pembinaan dan penertipan ormas dan LSM
yang ada di kota Cimahi

Dalam jurnal penelitian Tisya (2020)
dengan judul Kinerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Pembinaan Keamanan
Masyarakat Di kota Bontang dari hasil
penelitian, penyajian data dan pembahasan
Kinerja Badan Kesbangpol Dalam
Pembinaan Keamanan Kepada Masyarakat
Dikota Bontang sudah cukup baik kualitas
pegawai dalam berka sesuai dengan kempuan
dan ketrampilannya, kerja sama yang
dilakukan pegawai dalam  melakukan
pembinaan keamanan masyarakat pegawai
selalu interaktif dalam komunikasi dan
dengan sikap saling menghormatidari
tingginya partisipasi masyarakat tersebut.
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Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode
kualitatif. Fokus penelitian ini adalah
bagaimana Program Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik dalam Pembinaan dan
Pemberdayaan Ormas di  Kabupaten
Minahasa Selatan. Dengan mengunakan teori
dari Agus Dwiyanto yang meliputi 5
indikator yaitu:

1. Produktivitas Kerja

2. Kualitas

3. Responsivitas

4. Responsibilitas

5. Akuntabilitas

Teknik Pengumpulan data melalui
wawacancara, observasi dan dokumentasi.
Untuk menganalisa berbagai fenomena di
lapangan, langkah-langkah yang dilakukan
adalah sebagai berikut: Pengumpulan
informasi melalui wawancara, observasi
langsung dan dokumentasi; Reduksi data
Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, dan Penyajian data Setelah
data direduksi dan kesimpulan.

Pembahasan
1. Produktivitas

Produktivitas kerja menurut agus
dwiyanto (2016 hanya mengukur tingkat
efisiensi tetapi juga mengukut efektifitas
pelayanan. Produktivitas pada umunya
dipahami sebagai rasio antara input dan
output. Konsep produktivitas ini kemudian
dirasa terlalu sempit dan general Accounting
Office (GAD) mencoba mengembangkan
suatu ukuran produktivitas yang lebih luas
dengan mamasukkan seberapa  besar
pelayanan publik itu memiliki hasil yang
didapatkan yang diharapkan sebagai salah
satu indikato kinerja yang penting.

Berdasarkan hasil penelitian dengan

beberapa informan yang merupakan unsur
penelai peneliti melihat adanya berbagai
perbedayaan pendapat mengenai hasil kerja
yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Minahasa Selatan yang
masih kurang maksimal dalam menjalankan
tugas kerja karena ada ormas yang saat ini
sudah jarang aktif bahkan pun sudah tidak
ada kominikasi, adapun masyarakat yang
tidak tau apa kerja dari Badan Kesatuan
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Bangsa dan Politik dikarena tidak adanya
kegiatan di lapangan. Tetapi ada ormas yang
menilai baik kinerja dari Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik tapi perlu juga untuk
meningkatkan kinerja.

Berdasarkan hasil penelitian dengan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Minahasa Selatan hasil kerja
sampai saat ini sudah maksimal dengan
adanya pengawasan kepada ormas yang
adanya dan juga adanya pendidikan politik
yang sesuai dengan udang-undang, tetapi juga
memiliki kendala 2 tahun terakhir ini yaitu
pandemi covidl9 dan juga masalah
penganggaran
2. Kualitas Layanan

Menurut Agus Dwiyanto (2016) Isu
mengenai  kualitas layanan  cenderung
menjadi semakin penting dalam menjelaskan
kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak
pandangan negatif yang terbentuk mengenai
organisasi muncul karena ketidakpuasan
masyarakat terhadap kualitas layanan yang
diterima organisasi publik. Dengan demikian
kepuasan masyarakat terdapat layanan dapat
menjadikan indikator Kinerja organiasi
publik.

Berdasarkan hasil penelitian dengan
beberapa informan yang merupakan unsur
penilai peneliti melihat adanya beberapa
perbedayaan pendapat ,masyarakat Yyang
belum merasa puas dan merasakan langsung
dengan pelayanan karena belum ada kegiatan
pembinaan dan pemberdayaan oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Minahasa
Selatan adapun ormas yang merasa sudah
puas dengan pelayanan yang di berikan ketika
merka mendaftar dan melakukan kegiatan
yang direpon baik oleh Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik.

Berdasaarkan hasil penelitian dengan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Minahasa Selatan tentang
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat
berupa pengawasan juga membuka link
pendaftaran ormas agar mempermudah
masyarakat tuntuk mendaftar sesuai dengan
peraturan yang ada oleh karena itu Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik melakukan
pengawasan agar tidak ada ormas yang keluar
dari peraturan yang ada.
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3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan
organisasi untuk mengenali kebutuhan
masyarakat , menyusun agenda dan prioritas
pelayanan , dan mengembangkan program-
program pelayanan publik sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dengan
informan yang merupakan unsur penilai
peneliti melihat ada ormas dan masyarakat
yang merasa kurang maksimalnya respon
yang di berikan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Minahasa Selatan ketika
penyampaian aspiarsi bahkan keluhan yang
disampaikan belum di perhatikan dengan
baik.

Berdasarkan hasil penelitian
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Minahasa Selatan ada beberapa program
kerja berupa kegiatan sosialiasi, pembinaan ,
dan pemeberdayaan yang 2 tahun belakangan
ini terhalang karena adanya pandemi
covid1l9s sehinggah terhalang melakukan
interkasi dengan masyarkat dan membatasi
berkegiatan diluar. Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik saat ini pun menerima dengan
baik segala keluhan, saran , kritikan yang
kemudian harus di sesuaikan dengan undang-
undang yang ada dan juga  berusaha
menyampaikan kepada pimpinan.

4. Responsibilitas

Menjelaskan pelaksanaan kegiatan
organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip administrasi yang benar atau
sesuai dengan kebijakan organisasi, baik
yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab
itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika
berbenturan dengan responsivitas.

Berdasarkan hasil penelitian dengan
informan yang merupakan unsur penilai
peneliti melihat ada berbagai perbedaan
pendapat  mengenai  kebijakan  dan
pembinaan sudah baik tetapi perlu di
perhatikan lagi, juga perlu adanya kegiatan
untuk membangun masyarakat untuk
mecengah terjadinya konflik.

Berdasarkan hasil penelitian dengan
Badan Kesatuan Bangsa dan politik
Kabupaten Minahasa Selatan tentang
kebijakan dalam program kerja bisa di
pertanggung jawabkan karena sampai saat ini
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Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
menjalankan setiap program terencana dan
sesuai dengan peraturan yang ada.
5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik merujuk pada
seberapa besar kebijakan dan kegiatan
organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan
aspirasi masyarakat. Kinerja organisasi publik
tidak hanya dilihat dari ukuran internal yang
dikembangkan oleh organisasi publik atau
pemerintah seperti pencapian target, tetapi
juga harus dinilai dari ukuran eksternal seperti
nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dengan
informan yang merupakan unsur penilai
peneliti melihat adanya perbedaan pendapat
ada masyarakat dan ormas saat ini merasa
belum di jangkau oleh Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik di Minahasa Selatan
karena kurangnya informasi dan pengetahuan
bagimana tugas kerja oleh Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian dengan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Minahasa Selatan mengenai
kebijakan setiap tahun melakukan verivikasi
pengawasan terhadap ormas yang aktif dan
tidak aktif dan juga terhadap ormas yang
radikal tetapi sampai saat ini kabupaten
minahasa selatan belum terdeteksi adanya
ormas yang radikal dan saat ini yang sudah
mendaftar atau melapor yaitu ormas yang
berasaskan pancasila.

Penutup
Kesimpulan
1. Produktivitas

Peneliti melihat bahwa  belum
maksimalnya kinerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik karena kurangnya komunikasi
antara Ormas, Masyarakat dan instansi
sehingga ada Ormas yang saat ini sudah
jarang aktif bahkan ada masyarakat yang
belum merasakan langsung hasil kinerja
dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan,
ada juga yang menjadi kendala dalam kinerja
berupa masalah penganggaran yang terbatas
itu mengurangi masksimalnya kegiatan yang
terlebih khusus dalam melakukan kegaitan
berupa pembinaan dan pemberdayaan.
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2. Kualitas layanan
Peneliti melihat bahwa pelayanan yang
sudah di berikan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik sudah baik khusunya pelayanan
berupa pendaftaran online yang sudah lebih
mudah di akses juga sosialisasi langsung
ketika ormas datang mendaftar, tetapi juga
ada ormas yang kurang merasa puas karena
belum ada kegiatan berupa pemberdayaan.
3. Responsivitas
Peneliti melihat bahwa masih kurangnya
perhatian dari Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik mengenai keluhan juga aspirasi yang
di sampaikan masyarakat dan ormas perlu
adanya respon yang baik oleh instansi.
4. Responsibilitas
Peneliti melihat bahwa kebijakan
yang sudah di berikan Badan Kesatuan
Bangsa dan politik yang terencana juga
sesuai dengan peraturan yang ada. Perlu
adanya kegiatan seperti sosialiasi untuk
membangun masyarakat agar tehindar dari
konfik.
5. Akuntabilitas
Peneliti melihat bahwa masih kurang
maksimalnya kegiatan seinggah ada ormas
dan masyarakat yang belum di jangkau oleh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga
kurangnya informasi dan pengentahuan
bagaimana tugas kerja instansi ini tetapi oleh
Bandan Kesatuan Bangsa dan Politik juga
sudah melakukan tugasnya dengan baik
berupa ada beberapa kebijakan setiap tahun
berupa verivikasi pengawasan terhadap
ormas seinggaah sampai saat ini belum
ditemui adanya ormas yang radikal di
Kabupaten Minahasa Selatan.

Saran

1. Perlu adanya strategi berupa sosialiasi
guna meningkatkan pengetahuan bagi
ormas maupun masyarakat. Dalam hal
ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
dapat meberikan arahan terkait
nilai,norma, dan peran yang ada kepada
ormas baik secara langsung ataupun
dengan cara tidak langsung

2. Pembinaan dan pemberdayaan yang di
lakukan seharunya tidak hanya bersifat
umum saja mamun juga harus adanya
peningkatan dari setiap anggota ormas,
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peningkatan dari segi ekonomi yang
dimana masalah  ekonomi  juga
merupakan masalah yang cukup sering
berhadapan dengan Ormas

3. Peningkatan  kinerja oleh  Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik berupa
melakukan  kominikasi yang baik
terhadap ormas memberikan informasi
yang cepat dan tanggap, lebih
memperhatikan lagi segala keluhan dari
Ormas.
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